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Ringkasan
Untuk mengembangkan potensi sektor-sektor strategis di Kota Banjarbaru dalam pe-
ngembangan potensi daerah yang lebih luas yang akhirnya bermuara pada upaya pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD, ditengah keterbatasan SDA
namun letak geografis yang strategis Banjarbaru hingga potensi-potensi yang dimiliki ha-
rus benar-benar dimanfaatkan.
Kata Kunci : potensi daerah, sumberdaya  ekonomi
1. PENDAHULUAN
Menumbuh kembangkan sektor perekono-
mian, hal ini menjadi kebijakan daerah yang se-
jalan dengan perencanaan pembangunan. Un-
tuk mewujudkan itu semua dibutuhkan prioritas
dalam bentuk program dan kegiatan pemba-
ngunan yang direalisasikan sesuai arah kebijak-
an dan pembangunan yang dijalankan secara
berkelanjutan. Diantara prioritas yang telah dite-
tapkan tersebut adalah mendorong peningkatan
ekonomi masyarakat dan dunia usaha serta pe-
ngembangan sarana prasarana strategis untuk
menunjang aktivitas perekonomian yang ber-
dampak pada peningkatan pesona dan daya ta-
rik daerah.
Potensi yang dimiliki Banjarbaru tergambar
pula dari berbagai kesempatan berusaha yang
tercipta dan berpeluang unggul. Selain itu, di
tengah keterbatasan SDA namun letak geo-
grafis yang strategis Banjarbaru cocok dijadikan
pusat jasa perkotaan khususnya pendidikan.
Ditengah beragamnya potensi yang dimiliki
tersebut sudah semestinya Kota Banjarbaru da-
pat melaksanakan pembangunan dan menye-
jahterakan masyarakatnya dengan baik. Meski
demikian selalu terdapat potensi perbedaan
tingkat kesejahteraan yang dicapai oleh masya-
rakat diberbagai wilayah. Perbedaan keterse-
diaan (endowment) sumber daya yang dimiiki
dan metode yang digunakan sebagai pendekat-
an pembangunan serta faktor-faktor pendukung
lainnya bisa menjadi penyebabnya. Karena itu,
diperlukan model implementasi yang tepat un-
tuk memastikan kebijakan yang ditempuh dalam
pembangunan dapat berjalan efisien dan efektif.
Implementasi yang tepat untuk diterapkan ten-
tulah harus sesuai dengan situasi dan kondisi
aktual dan spesifik di daerah.
Salah satu syarat untuk dapat mengimple-
mentasikan kebijakan pembangunan secara te-
pat adalah dengan tersusunnya model peren-
canaan yang baik. Hal ini didahului dengan ke-
tepatan analisis atas data dan informasi pere-
konomian didaerah. Upaya mendorong pem-
bangunan khususnya pembangunan ekonomi ti-
dak lepas dari adanya pengembangan potensi
ekonomi masyarakat baik berupa potensi sum-
berdaya manusia, potensi sumberdaya alam,
potensi sumberdaya finansial, maupun sumber-
daya kelembagaan ekonomi masyarakat. Em-
pat komponen sumberdaya tersebut jika dike-
lola dengan baik akan merupakan modal besar
yang dapat mendorong pembangunan ekonomi
daerah dengan cepat dan tepat.
Sejalan dengan diberlakukannya otonomi
daerah maka setiap daerah otonom memiliki
keleluasaan untuk mengembangkan segala po-
tensi yang dimiliki. Daerah harus mampu me-
ngembangkan kapasitasnya secara optimal un-
tuk mengembangkan sumberdaya yang dapat
dijadikan sebagai andalan dalam pengembang-
an perekonomian daerah hingga masa yang a-
kan datang.
Penyajian Pemetaan Potensi Perekonomian
Kota Banjarbaru ini diharapkan dapat menjadi
upaya awal untuk mengembangkan potensi
sektor-sektor strategis di Kota Banjarbaru dalam
pengembangan potensi daerah yang lebih luas
yang akhirnya bermuara pada upaya peningkat-
an kesejahteraan masyarakat dan peningkatan
PAD. Upaya peningkatan kesejahteraan masya-
rakat, pemenuhan pelayanan dasar dan pe-
ngembangan daya saing daerah sangat relevan
dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UU
No.32/2004 tentang Otonomi daerah serta se-
cara khusus amanat RPJPD dan RPJMD Kota
Banjarbaru.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Pertumbuhan dan Potensi Ekonomi Wilayah
Tujuan utama dari usaha-usaha pemba-
ngunan ekonomi selain menciptakan pertum-
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buhan yang setinggi-tingginya, harus pula
menghapus atau mengurangi tingkat kemis-
kinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat
pengangguran. Kesempatan kerja bagi pen-
duduk atau masyarakat akan memberikan pen-
dapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
(Tadaro, 2000).
Paradigma pembangunan modern meman-
dang suatu pola yang berbeda dengan pem-
bangunan ekonomi tradisional. Beberapa eko-
nom modern mulai mengedepankan dethrone-
ment of GNP (penurunan tahta pertumbuhan
ekonomi). Pengetasan garis kemiskinan, pe-
ngurangan distribusi pendapatan yang semakin
timpang, dan penurunan tingkat pengangguran
yang ada. Jelasnya bahwa pembangunan harus
dilihat sebagai suatu proses yang multidimen-
sional (Mudrajat, 2003).
Rahardjo Adisasmita (2005), menyatakan
bahwa pembangunan wilayah (regional) meru-
pakan fungsi dari sumberdaya alam, tenaga
kerja dan sumberdaya manusia, investasi mo-
dal, prasarana dan sarana pembangunan, tran-
sportasi dan komunikasi, komposisi industri,
tehnologi, situasi ekonomi dan perdagangan
antar wilayah, kemampuan pendanaan dan
pembiayaan pembangunan, kewirausahaan, ke-
lembagaan daerah dan lingkungan pembangun-
an secara luas. Hal ini merupakan petunjuk
bahwa identifikasi potensi perekonomian akan
menemukan sumber yang berdimensi luas.
Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi
Daerah
Potensi ekonomi suatu daerah adalah ke-
mampuan ekonomi yang ada di daerah yang
mungkin dan layak dikembangkan sehingga a-
kan terus berkembang menjadi sumber penghi-
dupan rakyat setempat bahkan dapat menolong
perekonomian daerah secara keseluruhan un-
tuk berkembang dengan sendirinya dan berke-
sinambungan (Soeparmoko, 2002).
Dalam pengembangan wilayah, pengemba-
ngan tidak dapat dilakukan serentak pada se-
mua sektor perekonomian akan tetapi dipriori-
taskan pada pengembangan sektor-sektor pere-
konomian yang potensi berkembangnya cukup
besar. Pertumbuhan yang cepat dari sektor po-
tensial tersebut akan mendorong polarisasi dari
unit-unit ekonomi lainnya yang pada akhirnya
secara tidak langsung sektor perekonomian la-
innya akan mengalami perkembangan.
Pengembangan suatu sektor ekonomi po-
tensial dapat menciptakan peluang bagi ber-
kembangnya sektor lain yang terkait, baik se-
bagai input bagi sektor potensial maupun se-
bagai imbas dari meningkatnya kebutuhan te-
naga kerja sektor potensial yang mengalami pe-
ningkatan pendapatan. Hal inilah yang me-
mungkinkan pengembangan sektor potensial di-
lakukan sebagai langkah awal dalam pengem-
bangan perekonomian wilayah dan pengem-
bangan wilayah secara keseluruhan.
Identifikasi Potensi Ekonomi Sektoral
1. Teori basis Ekonomi
Dalam perekonomian regional terdapat ke-
giatan-kegiatan basis dan kegiatan-kegiatan bu-
kan basis. Menurut Glasson (1990) kegiatan-ke-
giatan Basis (Basic activities) adalah kegiatan
mengekspor barang-barang dan jasa keluar ba-
tas perekonomian masyarakatnya atau mema-
sarkan barang dan jasa mereka kepada orang
yang datang dari luar perbatasan perekonomian
masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan ke-
giatan bukan basis (Non basic activities ) ada-
lah kegiatan menyediakan barang yang dibutuh-
kan oleh orang yang bertempat tinggal didalam
batas perekonomian masyarakat yang bersang-
kutan.
Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam
suatu daerah akan menambah arus pendapatan
kedalam daerah yang bersangkutan, menam-
bah permintaan barang dan jasa sehingga akan
menimbulkan kenaikan volume kegiatan. Seba-
liknya berkurangnya kegiatan basis akan me-
ngurangi pendapatan suatu daerah dan turun-
nya permintaan terhadap barang dan jasa dan
akan menurunkan volume kegiatan (Richard-
son, 1977). Kegiatan basis mempunyai peranan
penggerak pertama (Prime mover role) dimana
setiap perubahan mempunyai efek multiplier ter-
hadap perekonomian regional. Pendekatan se-
cara tidak langsung mengenai pemisahan anta-
ra kegiatan basis dan kegiatan bukan basis da-
pat menggunakan salah satu ataupun gabung-
an dari tiga metode yaitu :
a. Menggunakan asumsi-asumsi atau metode
arbitrer sederhana
Mengasumsikan bahwa semua industri pri-
mer dan manufaktur adalah Basis, dan se-
mua industri Jasa adalah bukan basis, me-
tode tidak memperhitungkan adanya kenya-
taan bahwa dalam sesuatu kelompok indus-
tri bisa terdapat industri-industri yang meng-
hasilkan barang yang sebagian di ekspor a-
tau dijual kepada lokal atau keduanya.
b. Metode Location Quotient ( LQ ).
Metode Location Quotient (LQ) adalah sa-
lah satu tehnik pengukuran yang paling ter-
kenal dari model basis ekonomi untuk me-
nentukan sektor basis atau non basis (Pra-
setyo, 2001 : 41-53; Lincolyn, 1997: 290).
Analisis LQ dimaksudkan untuk mengiden-
tifikasi dan merumuskan komposisi dan per-
geseran sektor-sektor basis suatu wilayah
dengan menggunakan produk domestik re-
gional bruto (PDRB) sebagai indikator per-
tumbuhan wilayah. Dengan dasar pemikiran
economic base kemampuan suatu sektor
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dalam suatu daerah dapat dihitung dari ra-
sio berikut : LQ = ( Lij/LJ ) / ( Nip/Np),
dengan keterangan: Lij = Nilai tambah sek-
tor i di daerah j (Kabupaten/Kota), Lj = Total
nilai tambah sektor di daerah j, Nip = Nilai
tambah sektor i di daerah p (Propinsi/ Na-
sional), Np = Total nilai tambah sektor di p,
P = Propinsi /Nasional, Lij/Lj = Prosentasi
employment regional dalam sektor i, Nip/Np
= Prosentase employment nasional dalam
sektor i, Atau melalui formulasi berikut:
V /V1
VR /V1R
LR  , Dimana : V1R = Juml;ah
PDRB suatu sektor kabupaten / kota, VR =
Jumlah PDRB seluruh sektor kabupaten/
kota, V1 = Jumlah PDRB suatu sektor ting-
kat propinsi, V = Jumlah PDRB seluruh sek-
tor tingkat propinsi.
Berdasarkan hasil perhitungan LQ tersebut
dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai
berikut :
• Jika LQ > 1, merupakan sektor basis,
artinya tingkat spesialisasi Kabupaten /
kota tinjauan lebih tinggi dari tingkat
propinsi
• Jika LQ = 1 , berarti tingkat spesialisasi
kabupaten / kota sama dengan di ting-
kat propinsi
• Jika LQ <1, adalah merupakan sektor
non basis, yaitu sektor yang tingkat
Spesialisasi kabupaten/kota lebih ren-
dah dari tingkat propinsi
c. Metode ketiga, yakni kebutuhan minimum
(minimum requirements) adalah modifikasi
dari metode LQ dengan menggunakan dis-
tribusi minimum dari employment yang di-
perlukan untuk menopang industri regional
dan bukannya distribusi rata–rata. Untuk
setiap daerah yang pertama dihitung adalah
persentase angkatan kerja regional yang
dipekerjakan dalam setiap industri. Kemu-
dian persentase itu diperbandingkan de-
ngan perhitungan hal-hal yang bersifat kela-
inan dan persentase terkecil dipergunakan
sebagai ukuran kebutuhan minimum bagi
industri tertentu. Persentase minimum ini di-
pergunakan sebagai batas dan semua em-
ployment di daerah-daerah lain yang lebih
tinggi dari persentase dipandang sebagai
employment basis. Proses ini dapat diulangi
untuk setiap industri di daerah bersangkut-
an untuk memperoleh employmen basis to-
tal. Dibandingkan dengan metode LQ, me-
tode ini malahan lebih bersifat arbiter kare-
na sangat tergantung pada pemilihan per-
sentase minimum dan tingkat disagregasi
yang terlalu terperinci malahan dapat me-
ngakibatkan hampir semua sektor menjadi
kegiatan basis atau ekspor.
2. Analisis shift-share :
Pada dasarnya analisis ini membahas hu-
bungan antara pertumbuhan wilayah dan struk-
tur ekonomi wilayah, untuk mengetahui peruba-
han struktur perekonomian dan pertumbuhan
ekonomi di daerah dibandingkan dengan pere-
konomian daerah yang lebih tinggi digunakan
analisis Shift- Share. Tehnik ini menggambar-
kan performance (kinerja) sektor-sektor di suatu
wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor pe-
rekonomian nasional. Dengan demikian dapat
temukan adanya shift (pergeseran) hasil pem-
bangunan perekonomian daerah, bila daerah itu
memperoleh kemajuan lebih lambat atau lebih
cepat dari kemajuan nasional. Lincolyn Arsyad
(1997: 290) dan Latif Adam (1994), mengemu-
kakan bahwa analisis shift-share merupakan
teknik yang sangat berguna dalam menganali-
sis perubahan struktur ekonomi daerah diban-
dingkan dengan perekonomian nasional. Tehnik
ini membandingkan laju pertumbuhan sektor-
sektor di suatu wilayah dengan laju pertumbuh-
an perekonomian nasional serta sektor-sektor-
nya, dan mengamati penyimpangan-penyim-
pangan dari perbandingan-perbandingan itu.
Bila penyimpangan itu positif, hal itu disebut
keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam
wilayah tersebut.
3. Tipologi Klassen.
Teknik Tipologi Klassen digunakan untuk
mengetahui gambaran tentan pola dan struktur
pertumbuhan sektoral daerah (Widodo, 2006).
Masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat
diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, ber-
kembang, potensial, dan terbelakang. Analisis
ini mendasarkan pengelompokan setiap sektor
dengan melihat pertumbuhan dan kontribusinya
terhadap total PDRB suatu daerah yang ber-
sangkutan.
Penentuan kategori suatu sektor ke dalam
empat kategori di atas dapat digambarkan pada
bagan dalam tabel 1 berikut ini.






YPDRB Ysektor < YPDRB
r sektor > r PDRB Sektor Prima Sektorberkembang
r sektor < r pdrb SektorPotensial
Sektor
Terbelakang
Sumber : Widodo, 2006
Ket:
Ysektor = nilai sektor ke i
YPDRB = rata-rata PDRB
r sektor = laju pertumbuhan sektor ke-i
r PDRB = laju pertumbuhan PDRB
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Penentuan Prioritas Sektor Poensial
Dari hasil analisis LQ dan S–S untuk ke-
unggulan kompetitif dan komparatif/spesialisasi
serta Tipologi Klassen yang semuanya diskor-
kan sesuai dengan range yang ada di masing-
masing sektor, maka dapat ditentukan sektor
yang diprioritaskan dalam pengembangan sek-
tor potensial di Kota Banjarbaru. Interval kelas





(Purbayu dan Ashari, 2003)
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi Sumberdaya Manusia
Penduduk Kota Banjarbaru sampai dengan
tahun 2010 berjumlah 199.627 orang terdiri dari
102.285 laki-laki dan 97.342 perempuan. Mere-
ka tersebar di berbagai kecamatan, yang menu-
rut prosentasenya paling besar berada di keca-
matan Landasan Ulin, kemudian Banjarbaru
Utara, Banjarbaru Selatan, Liang Anggang, dan
Cempaka. Lebih lengkap sebagaimana tabel 2.
berikut:






1 Landasan Ulin 26.514 24.996 51.510
2 Liang Anggang 17.725 16.823 34.548
3 Cempaka 14.645 13.674 28.319
4 Banjarbaru Utara 21.803 21.002 42.805
5 Banjarbaru Selatan 21.598 20.847 42.445
Total 102.285 97.342 199.627
Persentase 51,24 48,76 100,00
2009 86.270 85.226 171.496
2008 83.735 80.481 164.216
2007 81.200 78.030 159.230
2006 78.460 74.695 153.155
Dari penduduk Kota Banjarbaru sampai de-
ngan tahun 2010 berjumlah 199.627 orang ter-
diri dari 145.250 orang usia kerja (umur 15 ta-
hun ke atas) dan sisanya 54.377 orang usia 0 –
14 tahun. Dari penduduk pada usia kerja ter-
sebut, terdapat sebanyak 94.682 orang meru-
pakan angkatan kerja (TPAK 65,19%) sedang-
kan yang bukan merupakan angkatan kerja se-
banyak 50.558 orang. Dari sejumlah angkatan
kerja tersebut, sebanyak 87.013 orang adalah
pekerja dan 7.669 orang penganggur (TPT
8,1%). Angka tingkat pengangguran terbuka
(TPT) di Kota Banjarbaru cenderung terus turun
meskipun penurunannya bergelak lambat. Kea-
daan penduduk usia 15 tahun keatas di Kota
Banjarbaru ini dapat dilihat lebih rinci pada tabel
berikut.
Tabel 3. Penduduk 15 tahun keatas Menurut






J u m l a h
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Angkat-








107367 110926 115438 116741 123442 145250
TPAK
(%) 59.5 58.17 61.68 63.47 61 65.19
Pekerja 57,890 58,182 64,506 65,541 68,395 87,013
Pengan
ggur 5,992 6,343 6,700 8,550 6,888 7,669
TPT 9.38 9.83 9.41 11.54 9.15 8.1
Penduduk yang bekerja tersebar ke ber-
bagai sektor usaha. Sektor tersier masih me-
rupakan lapangan usaha utama di Kota Ban-
jarbaru (68.57 %) diikuti oleh sektor sekunder
(24.09%) dan sektor primer (7.33%). Hal ini se-
jalan dengan sifat Kota Banjarbaru sebagai da-
erah yang unggul dalam sektor perdagangan
dan jasa perkotaan.
Angkatan kerja merupakan bagian dari pen-
duduk usia kerja, umur 15 tahun ke atas atau
tenaga kerja, baik yang sedang bekerja ataupun
mencari pekerjaan. Jumlah pencari kerja yang
terdaftar pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
pada 2010 adalah 3.470 orang. Jumlah pencari
kerja yang telah ditempatkan pada 2010 adalah
1.203 orang sehingga selisih yang masih ter-
catat sebagai pencari kerja adalah 2.267 orang.
Potensi Sumberdaya Alam
1. Potensi Penggunaan lahan
Penggunaan lahan di Kota Banjarbaru dia-
tur dalam Rencana Pola Ruang Wilayah Kota
yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan
Budidaya. Kawasan Lindung Kota Banjarbaru
meliputi :
1. Kawasan yang memberikan perlindungan
pada kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan rawan bencana alam.
Kawasan Budidaya beserta luasannya di
Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel 4.
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Banjar-
baru merupakan dokumen perencanaan Tata
Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2009-2029. Ada-
pun luas tanah bukan sawah menurut penggu-
naan pada tahun 2004-2008 dapat dilihat pada
tabel 5.
Penggunaan lahan terluas adalah untuk pe-
runtukan lain-lain, kemudian peruntukan peka-
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rangan/lahan untuk bangunan dan halaman dan
peruntukan sementara tidak diusahakan.
Tabel 4. Luas Kawasan Budidaya Berdasarkan
Peruntukannya
Tabel 5. Luas Lahan Bukan Sawah Menurut
Penggunaannya
2. Potensi  Komoditas Pertanian
a. Potensi Tanaman Pangan dan Holtikultura
Sub sektor tanaman pangan merupakan sa-
lah satu sub sektor pada sektor pertanian. Sub
sektor ini mencakup tanaman padi (Padi sawah
dan padi ladang), jagung, ubi kayu, ubi jalar,
kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hi-
jau.
Lahan yang sudah dimanfaatkan untuk ta-
naman padi sawah pada tahun 2010 adalah
seluas 4.225 ha. Sedangakan lahan sawah
yang sementara tidak digunakan berjumlah 52
Ha. Wilayah potensial tanaman padi sawah ber-
produksi 58.136,85 ton atau rata-rata produksi
237,58 Kw/ha.
Lahan tanam untuk padi ladang adalah se-
luas 2.532 ha, dengan rata produksi 237,58 kw
per hektar.
b. Potensi Perikanan
Potensi perikanan Kota Banjarbaru sangat
menonjol di Kalimantan Selatan, khususnya da-
lam hal perikanan darat. Tercatat produksi ikan
dihasilkan diberbagai tempat, seperti kolam, ja-
ring, karamba, dan sawah. Produksi ikan cen-
drung meningkat meskipun terdapat fluktuasi
akibat pengaruh perubahan musim dan feno-
mena alam. Jumlah produksi tahun 2010 pada
tempat produksi kolam mencapai 210 ton se-
belumnya pada 2009 mencapai 961,80 ton.
Tempat produksi jaring apung menghasilkan
18.450 ton dan karamba menghasilkan 162.534
ton. Potensi perikanan berdasarkan luas areal
di Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 6. Luas Areal Potensi Perikanan Kota
Banjarbaru Menurut Kecamatan, 2010
Kecamatan
Jenis Areal (Ha)
Sungai Danau Kolam Karamba(M2) Sawah
Landasan
Ulin 5 12 11 900 7
Liang
Anggang 20,5 10 15 800 1
Cempaka 90 16 29 2.600 37
Banjarbaru
Utara 3 0 47 0 5
Banjarbaru
Selatan 12 3 8 0 2
Jumlah 130,5 41 110 4.300 52
Sumber  :  Dinas Perikanan dan Peternakan Kota
Banjarbaru 2009
Berdasarkan data pada tabel diatas daerah-
daerah yang menjadi potensi utama perikanan
tesebat diberbagai kecamatan dengan masing-
masing keunggulan yang berbeda. Areal peri-
kanan sungai yang terbesar di Liang Anggang
sedangkan areal kolam terluas di Banjarbaru U-
tara. Sementara itu untuk karamba dan sawah,
dikuasai Kecamatan Cempaka.
c. Potensi Perkebunan
Komoditas perkebunan yang diusahakan
sampai saat ini di Kota Banjarbaru meliputi ka-
ret, kelapa dalam, Kelapa hybrida, kopi, melinjo,
kencur, dan lain-lain. Areal terluas perkebunan
di tempati oleh Karet kemudian diikuti kelapa
dalam.
Lahan kering di Kota Banjarbaru cocok un-
tuk tanaman perkebunan. Lahan yang sudah di-
manfaatkan untuk perkebunan pada tahun 2010
sebesar 987 ha.  Dari jumlah luasan tersebut
areal perkebunan didominasi oleh karet dengan
577 Ha disusul oleh kelapa dalam dengan 208
Ha.
Sebagai wilayah yang memiliki luas terkecil,
potensi lahan memang bukan menjadi faktor ke-
untungan bagi Kota Banjarbaru. Akan tetapi jika
budidaya komoditas dapat dilakukan dengan le-
bih intensif dan produktif dapat menjadi sumber-
daya yang berarti bagi perrekonomian.
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Tabel 7. Luas Areal dan Produksi Perkebunan
Menurut Jenisnya Tahun 2010
Jenis Tanaman Luas (Ha) Produksi SatuanProduksi
01. Karet 577 2.678 Kw
02. Kelapa Dalam 208 1.171.406 Butir
03. Kelapa Hibrida 38 213.750 Butir
04. Kelapa Sawit 105 t.a
05. Kopi 16 32 Kw
06. Melinjo 29 57.600 Kg
07. Kencur 7 520 Kw
08. Cengkeh 7 t.a
Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, BPS, 2011
d. Potensi Peternakan
Secara umum potensi peternakan di Kota
Banjarbaru terdiri dari ternak besar, ternak kecil,
dan unggas. Populasi ternak besar tahun 2010
yang terdiri dari sapi 5.003 ekor, kerbau 11 e-
kor, kambing 7.876 ekor, dan babi 700 ekor.
Kemudian ternak unggas seperti ayam buras
370.750 ekor, ayam broiler 2.167.860, dan
ayam petelur 41.861 ekor. Nampak bahwa se-
cara relatif ternak besar kurng berkembang di
Kota Banjarbaru dibanding daerah-daerah lain
yang lebih luas seperti di Tapin. Meskipun de-
mikian populasi ternak unggas nampak telah
berkembang dengan baik. Jumlah populasi ter-
sebut tersebar di 5 kecamatan sebagaimana
tabel 8. berikut
Tabel 8. Populasi ternak Unggas Menurut








Petelur Puyuh Angsa Itik Jumlah
Landasan
Ulin 73000 1142757 5000 - 800 5110 1226667
Liang
Anggang 11000 341217 -
8900 30 6440 466587
Cempaka 52000 66000
36861












1722 200 2700 474258
Jumlah 370750 2167860 41861 19798 1230 19874 2621372
Sumber: Kota Banjarbaru Dalam Angka, BPS, 2011
Potensi Perindustrian
Terdapat kecendrungan yang poitif dalam
perkembangan sektor industri. Hal ini terlihat
dari terus meningkatnya jumlah unit usaha in-
dustri sampai dengan 2010. Jumlah Perusaha-
an Besar tahun 2006 hanya sebanyak 5 unit.
Pada 2010 jumlah tersebut naik menjadi 6 in-
dustri besar. Sebagian besar industri berpusat
di Liang Anggang.
Tabel 9. Jumlah Perusahaan Industri Menurut
Kelompok Tenaga Kerja Tahun 2010
Kecamatan
Besar Sedang Kecil R.Tangga
Jumlah>100 20 – 99
5 -
19 1 - 4
1. Landasan
Ulin 1 14 83 168 266
2. Liang
Anggang 5 24 24 166 286
3. Cempaka 0 3 14 94 111
4. Banjarbaru
utara 0 6 47 162 215
5. Banjarbaru
Selatan 0 7 56 165 228
Jumlah 6 54 291 755 1106
2009 4 39 263 702 1008
2008 5 47 231 574 857
2007 5 55 215 493 768
2006 5 50 201 434 690
2005 5 48 170 376 599
2004 5 45 139 346 535
Kelompok industri Sedang juga meningkat
jumlahnya dimana pada tahun 2004 hanya 45
buah telah menjadi 54 pada 2010. Kenaikan
yang sangat nyata terjadi pada industri kecil
dan rumah tangga. Industri kecil pada tahun
2004 berjumlah 139 buah menjadi 291 buah
pada 2010. lndustri Rumah Tangga juga terus
meningkat dari 346 buah di tahun 2004 menjadi
755 buah pada 2010. Keseluruhan unit industri
pada 2010 berjumlah 1.106 unit.
Nampak dari sebaran unit industri di seluruh
kecamatan tidak terjadi konsentrasi ataupun ke-
timpangan antara satu dan lainnya. Kendati Li-
ang Anggang lebih banyak menampung industri
besar dan sedang namun di kecamatan-keca-
matan lain juga terdapat sejumlah unit usaha in-
dustri yang beroperasi umumnya dalam skala
kecil dan rumah tangga.
Potensi Usaha Perdagangan dan Koperasi
Terdapat 5.960 pengusaha kecil baik formal
maupun non formal yang beroperasi di Kota
Banjarbaru pada 2010. Umumnya pengusaha
kecil tersebut bergerak di sektor perdagangan.
Tenaga kerja yang terserap kedalam usaha ke-
cil tersebut seluruhnnya berjumlah 11.539 o-
rang, baik yang berstatus tenaga tetap, tenaga
lepsa, dan keluarga.
Bergeraknya sektor perdagangan juga
dapat dilihat dari jumlah perusahaan peme-
gang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
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Dari tahun 2005 sampai dengan 2010 jumlah
perusahaan pemegang SIUP (Surat Ijin Usaha
Perdagangan) kategori pedagang besar terus
meningkat. Perkembangan pesat terjadi seca-
ra merata disemua kecamatan dengan rata-
rata peningkatan 84,38%. Sedangkan perkem-
bangan paling lambat ada pada Kecamatan
Cempaka dengan peningkatan sebesar 69.23
%. Meski demikian secara keseluruhan sektor
perdagangan telah maju pesat.
Tabel 9. Jumlah KUD dan Non KUD Serta
Anggotanya (dalam Ribuan) Tahun 2010
Kecamatan Koperasi Anggota
Simpanan
01. Landasan Ulin 19 2,491 1,639,105
02. Liang Anggang 13 1,190 14,550,
03. Cempaka 14 1,980 300,662,
04. Banjarbaru Utara 55 5,647 2,173,130
05. Banjarbaru
Selatan 43 4,558 1,436,954
TOTAL 144 15,866 5,564,401
2009 142 15,650 5,000,877
2008 - - -
2007 130 15,257 13,066,433
2006 138 13,190 6,511,027
Koperasi adalah badan yang dapat berfung-
si sebagai  bagian dari fasilitasi pengembangan
usaha masyarakat. Perkembanga koperasi di
Kota Banjarbaru dari tahun ketahun cukup po-
sitif. Pada 2010 jumlah koperasi baik KUD
maupun Non KUD telah berjumlah 144 unit di-
mana pada 2006 hanya berjumlah 138 unit.
Perkembangan angota koperasi juga terlihat
signifikan karena telah bertambah dari 13.190
orang pada 2006 menjadi 15.866 orang pada
2010. Jumlah koperasi terbanyak ada pada Ke-
camatan Banjarbaru Utara yang disusul tidak ja-
uh oleh Banjarbaru Selatan.
Potensi Sumberdaya Keuangan
Sumberdaya keuangan meliputi sumber-
sumber dana yang bisa diakses masyarakat un-
tuk kegiatan usaha produktif. Dana yang terse-
dia berasal dari dana yang dihimpun oleh lem-
baga keuangan bank dan non bank untuk disa-
lurkan kembali kepada nasabah yang melaku-
kan investasi ataupun pengeluaran-pengeluar-
an lainnya. Dana pihak ke tiga ini akan merupa-
kan potensi besar untuk investasi di Kota Ban-
jarbaru. Melalui investasi masyarakat akan mu-
lai menjalankan usahanya yang pada akhirnya
berdampak kepada tingginya pertumbuhan per-
ekonomian Kota Banjarbaru.
Perkembangan sector keuangan di Kota
Banjarbaru telah lama menunjukkan perkem-
bangan yang menggembirakan. Di daerah ini
sudah terdapat berbagai Bank umum pemerin-
tah maupun swasta yang beroperasi, seperti
Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat
Indonesia, Bank Mandiri, Bank Pembangunan
Daerah (BPD) Kalimantan Selatan, Bank Mega,
Bank BCA, dan lain-lain. Selain lembaga per-
bankan, juga terdapat banyak lembaga keu-
angan bukan perbankan seperti BMT, Koperasi,
dan lembaga-lembaga pembiayaan.
Sumberdaya Infrastruktur Pendukung
Infrastruktur atau prasarana dapat diartikan
sebagai segala fasilitas fisik yang dibutuhkan
bagi berlangsungnya suatu kegiatan pokok
(core) yang memilki struktur tertentu. Sedikitnya
terdapat dua macam dalam pembagian infra-
struktur, yakni infrastruktur ekonomi atau ko-
mersial dan infrastruktur sosial.
Infrastruktur pendukung aktifitas penanam-
an modal meliputi infastruktur energi, transpor-
tasi & komunikasi, dan pasar /distribusi. Dengan
tersedianya infrastruktur ini akan memungkin-
kan bagi dibangunnya struktur kegiatan ekono-
mi seperti di bidang industri, pertanian, pertam-
bangan, jasa, dan lain-lain.
Tabel 10. Panjang Jalan Menurut Jenis
Permukaan Dirinci Setiap Kecamatan Tahun
2010
Kecamatan Aspal Batu Kerikil Tanah JlH
01.
Landasan
Ulin 110,717 - - 14,104 124,821
02. Liang
Anggang 57,810 3,611 - 7,935 69,356
03.
Cempaka 101,138 4,034 - 19,796 124,968
04.
Banjarbaru
Utara 89,305 - - 5,865 100,860
05.
Banjarbaru
Selatan 86,249 - - 14,611 95,170
TOTAL 445,219 7,645 - 62,311 515,175
2009 428,839 8,278 - 78,057 905,529
2008 392,743 32,807 - 89,625 1,741,702
2007 356,433 24,878 - 132,309 513,620
2006 345,145 19,760 - 148,715 513,620
Dari segi kualitas terliha infastruktur jalan
yang ada di Kota Banjarbaru terus meningkat.
Sepanjang tahun 2006 sampai dengan 2010
jalan tanah terus berkurang panjangnya, seba-
liknya jalan dengan permukaan aspal semakin
bertambah panjangnya.
Hal ini menunjukkan dukungan infrastruktur
jalan bagi perkembangan ekonomi dan peng-
ambangan potensi cukup tinggi. Dengan sema-
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kin memadai dan berkualitasnya jalan maka
kebutuhan transfortasi untuk mobilisasi barang
modal maupun barang konsumsi semakin
lancar.
Infrasttruktur sosial yang dapat mendukung
pengembangan sumberdaya ekonomi, khusus-
nya peningkatan kualitas sumberdaya manusia
adalah sekolah.
Tabel 11. Jumlah Sekolah Negeri di Kota
Banjarbaru, 2010
No Kecamatan SD SLTP SMA
1 Landasan Ulin 14 2 0
2 Liang Anggang 6 2 1
3 Cempaka 16 4 1
4 Banjarbaru Utara 19 4 1
5 Banjarbaru Selatan 14 2 1
Total 69 14 4
4. PENUTUP
Kesimpulan
Untuk mengembangkan potensi sektor-sek-
tor strategis di Kota Banjarbaru dalam pengem-
bangan potensi daerah yang lebih luas yang
akhirnya bermuara pada upaya peningkatan ke-
sejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD,
ditengah keterbatasan SDA namun letak geo-
grafis yang strategis Banjarbaru hingga potensi-
potensi yang dimiliki harus benar-benar diman-
faatkan.
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